







A. Tinjauan umum tentang aperlindungan hukum untuk anak 
 
1. Pengertian anak  
 
Menurut Waluyadi pengertian anak yaitu anak yang berada di dalam keluarga 
membawa kebahagian buat orang tuanya dan keluarga.1  Jadi dapat diartikan dalam 
kutipan tersebut bahwa arti disini yaitu suatu nilai kepuasan yang dimiliki oleh keluarga 
untuk mendapatkan anak yang dapat mneruskan cita-cita keluarga ataupun keturunan 
dari keluarga tersebut. Alasan penulis mengkutip pengertian ini dikarenakan setiap 
orang tua memiliki arti tersendiri mengenai anak dan anak itu sendiri diyakini akan  
memberikan kebahagian untuk keluarga dan dapat memberikan apa yang orang tua 
inginkan. 
M.Nasir Djamil mengatakan bahwa anak ini sendiri diartikan sebagai tunas, 
poyensi, dan generasi muda penerus cita-cita Bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi Bangsa dan Negara 
pada masa depan kelak.2 
Dalam hal ini pun dapat ditarik kesimpulan lebih mudah bahwa anak merupakan 
harapan semua untuk meneruskan cita-cita dan kehidupan di masa depan dikemudian 
hari agar menjadi lebih baik dan meneruskan generasi ke generasi yang lebih baik lagi. 
Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang. Pengertian 
anak menurut Undang-Undang adalah : 
a. Menurut Konveksi Hak-Hak Anak 
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Dalam konveksi hak –hak anak menyebutkan anak adalah setiap manusi yang 
belum berusia 18 tahun kecuali bagi anak yang sudah ditentukan mencapaian 
usia dewasa lebih awal. 
b. Dalam Undang-Undang pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 39 tahun 1999 
tentang hak asasi manusia disebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia 
di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan” 
c. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-
Undang pasal 1 angka (1) disebutkan  “anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” 
d. Menurt Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Dalam Undang-Undang pasal 1 angka 3 disebutkan “Anak yang berkonflik 
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” 
Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pasal 1 angka 4 disebutkan 
“anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebutkan anak 
korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. 
Menurut undang-undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 1 angka 5 “Anak 
yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah 




keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 
dialaminya sendiri”. 
e. KUHPidana pasal 45 
“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 
tahun”. 
f.  KUH Perdata 
“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum 
genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 
tahun”. 
Bila kita dapat menyimpulkan definisi anak  itu sendiri berbeda beda pengertian 
setiap masing-masing peraturan perundang-undangan tetapi perbedaan pengertian itu 
tergantung dari kondisi dan situasi bagaimana pandangan yang akan di permasalahkan 
keesokannya. 
Selanjutnya perihal mengenai batasan usia anak dikatakan telah dewasa merupakan 
sesuatu hal penting yang ada di dalam kasus/perkara tindak pidana dikarenakan untuk 
dapat mengetahui apakah pelaku tersebut termasuk dikatakan anak atau bukan. 
1.  Pengertian Perlindungan Hukum 
Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah 
perlindungan yang diberika oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan 
Perundang-Undangan (Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat 




hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses 
pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. 
Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam 
suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh 
Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: 
“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi 
manusi, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak 
tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”3 
Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwasannya penerapan untuk masalah 
hak-hak sebagai korban tindak pidana jarang sakali dibahas dan di perbincangkan di dalam 
persidangan. Kebanyakan di dalam persidangan yang di kemukakan berkaitan dengan hak-
hak tersangka saja dan hukuman untuk tersangka saja tanpa memperdulikan hak korban 
yang seharusnya di perbincangkan. 
Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak 
(tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya 
merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional 
(psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada 
dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti 
pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat 
materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau 
pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari 
ancaman, dari pemberian yang merendahkan martabat manusia. 
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Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau yang harus diberikan oleh 
aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 
Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan 
aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 
manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.4 
Dalam kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum 
perlu adanya dikarenakan untuk melindungi korban yang telah menjadi korban dari tindak 
pidana tujuan dari perlindungan hukum ini sendiri untuk menjaga ketentraman dan 
ketertiban yang akan membuat korban merasa nyaman dan tentram. 
Menurut Philipus M.Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan 
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan 
dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan 
dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.5 
Dari kutipan diatas maka penulis berpendapat bahwa sebenarnya dalam peraturan 
dan kaidah terdapat aturan yang mengenai perlindungan hak-hak terhadap korban agar 
korban mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima dan sudah ada di dalam peraturan 
mengenai perlindungan korban itu sendiri. 
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Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi 
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 
melakukan suatu kewajiban. 
2. Perlindungan hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan 
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan 
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.6 
Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum itu sendiri dapat 
mencegah pelanggaran yang terjadi dan perlindungan akhir yang dapat diberikan oleh 
pelaku berupa denda ataupun penjara dan pelaksanaanya pun dilakukan dengan cara paksaan 
untuk melindungi subyek-subyek hukumnya. 
Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) 
memperlindungi. Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2004 adalah: 
 “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kejaksaan, 
pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan 
pengadilan.”7 
                                                          
6 Ibid, hlm 20 




Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu 
bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 
keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan 
saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan 
pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang 
pengadilan. 
Jadi perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum 
dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik 
yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis. 
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 




Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 
sengketa atau lebih dilakukan suatu pelanggaran 
Dalam 2 upaya perlindumgan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
keduanya merupakan sama yaitu sama dalam hal melindungi hak-hak korban dari 
pelaku kejahatan itu sendiri.  
Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara 
adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 
hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam 
hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat 
yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) 
dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat).  
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum 
harus memperhatikan 4 unsur: 
a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit) 
b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit)  
c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit) 
d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)8 
Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang 
tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi 
hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan 
hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta 
                                                          




memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan 
aturan dan hukum yang telah dilakukan secara distematis, artinya menggunakan 
kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan 
hukum.9 
4. Pengertian Hukum Perlindungan Anak 
Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus di dasarkan 
pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. 
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 
masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya 
anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. 
Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkap hukum baik preventif maupun yang 
bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perindungan 
hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kedamaian. 
Jika dilihat dari pendapat ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya 
perlindungan anak hubungan antara fenomena yang ada saling mempengaruhi satu sama 
lainnya untuk usaha menjadikan melindungi anak agar dapat terlaksanakannya hak dan 
kewajiban bagi anak korban tindak pidana perdagangan anak. 
                                                          




Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak, adanya peraturan per undang-
undangan yang telah dibuat pemerintah untuk kepentingan anak yaitu : 
a. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
b. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia 
c. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 
nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban 
d. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2001 Tentang Perlidnungan anak 
Didalam seminar perlindungan anak/ remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada 
tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu : 
1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, 
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan 
remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 
2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan 
keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, 
pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-
21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan 
kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 
Dari yang dijelaskan dalam Undang-Undang diatas maka penulis menarik 
kesimpulan bahwa yang memiliki peran dalam melindungi anak yang menjadi korban 




yang melindungi korban tetapi seperti apartur negara juga berwenang untuk melindungi 
hak-hak korban. 
Sudah semestinya apa yang memiliki tanggung jawab untuk dapat melindungi, 
menjaga, dan menghormati serta menjamin untuk hak asasinya pada setiap anak tanpa 
adanya terkecuali dan tidak melihat apapun yang telah dimiliki anak tersebut. 
Pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalan 
terlaksananya kewajiban. 
Dalam kutipan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya pemerintah 
sudah berupaya dalam melindungi hak-hak anak melalui lembaga yang sudah di bentu 
yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disebut dengan KPAI. Dengan 
adanya KPAI tersebut pemerintah mengharapkan hak-hak korban dapat terpenuhi dan 
penegakan untuk melindungi korban juga dapat terpenuhi. 
B. Tinjauan Umum Korban 
1. Pengertian Korban 
Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (victimrights), menyatakan : 
“ Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi 
yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau 
kelompok baik swasta maupun pemerintah.” 
 
Maka pengertian menurut kutipan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa 
korban yaitu orang yang telah mengalami penderitaan fisik atau orang yang mengalami 
kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang lain atau pun bahkan keluarga sendiri. 
Korban ini sendiri orang yang paling mengalami kerugian dari kerugian fisik yang di 




Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang 
menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan 
yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung 
disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang 
kehilangan anak, dan lainnya. 
Korban ini sendiri seseorang golongan orang dewasa atau golongan anak-anak yang 
pastinya mengalami kerugian seperti fisik maupun non fisik. 
Dari pengertian korban  berdasarkan kutipan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa korban adalah seseorang menderita baik fisik maupun rohani akibat dari 
perbuatan orang lain yang memang di tujukan untuk korban. Dalam hal ini sangat 
bertantangan dengan hak asasi korban ini sendiri juga dapat di kelompokkan menjadi 
korban individual ataupun berkelompok. 
Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah 
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atay kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah : 
a. Setiap orang 
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
c. Kerugian waktu 
d. Akibat tindak pidana 




Didalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak 
pengertian anak dibedakan menjadi 3 yaitu :10 
a. Anak yang sedang dalam bermasalah dengan hukum yang telah berumur 12 tahun 
tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban yang belum berumur 18 
tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh tindak pidana. 
c. Anak yang menjadi saksi pidana atau anak saksi anak yang belum berumur 18 tahun 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut, dan 
pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di denger, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
Penulis akan menyebutkan beberapa butiran-butiran mengenai perlindungan anak 
yang telah di cantukan di dalam Undang-Undang perlindungan anak sebagai berikut : 
a. pasal 5 :setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan 
status kewarganegaraan 
b. pasal 6 :setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan 
berekpresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 
orang tua 
c. pasal 7 ayat 1 :setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan 
diasuh oleh orang tuanya 
d. pasal 8 :setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial 
                                                          




e. pasal 9 ayat 1 :setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat 
bakatnya 
f. pasal 9 ayat 2 :anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang anak 
yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus 
g. pasal 10 :setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya 
h. pasal 11 :anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, 
bermain, bekreasi 
Menurut pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
menyebutkan bahwa korban berhak : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya 
serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang 
dan telah diberikannya 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan 
d. Mendapat penerjemah 
e. Bebas dari pertanyaan menjerat 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
i. Mendapatkan identitas baru 




k. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan  
l. Mendapat nasihat hukum 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 
berakhir. 
Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu bahwasannya apa yang sudah dilakukan 
pemerintah dalam upaya perlindungan anak korban dari perdagangan manusi ini sendiri 
sudah banyak tetapi pada fakta di lapangannya minimnya putusan yang juga 
memutuskan untuk tindak lanjut mengenai korban itu sendiri rata-rata hampir setiap 
putusan yang penulis pernah ketahui hakim dan jaksa penuntun umum hanya 
menghukum terdakwa saja dan tidak menjelaskan apa yang seharusnya korban 
dapatkan. 
 
. 
